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[bookmark: _Toc119864351]3.1. Demografi Kota Cirebon
        Berdasarkan Keputusan Walikota Cirebon  nomor 470/Kep.78-Disdukcapil/2022 tentang penetapan jumlah penduduk Kota Cirebon pada Semester II tahun 2021 sebanyak 343.667 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 172.356 jiwa dan jumlah penduduk perempuan yaitu 171.311 jiwa.
        Kota Cirebon dalam konteks nasional ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional), berada di wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang merupakan jalur penghubung antara Jakarta-Semarang-Surabaya. Keberadaan Kota Cirebon pada posisi strategis menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota yang pesat.  Namun perkembangan tersebut menghadapi berbagai persoalan dan tantangan pembangunan kedepannya, baik dalam konteks internal kota maupun yang dipengaruhi oleh eksternal kota seperti perkembangan Metropolitan Cirebon Raya, keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat dimasa depan dipastikan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan Kota Cirebon. 
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        Berdasarkan karakteristik dan potensi potensi wilayah, Kota Cirebon diarahkan menjadi kota yang menyandang 4 (empat) fungsi, yaitu : sebagai Kota 




Pelabuhan, Kota Perdagangan, Kota Industri (kecil) serta Kota Pariwisata dan Budaya, sebagai Kota Pelabuhan, Kota Cirebon diharapkan berperan sebagai pintu gerbang ekspor-impor termasuk transit perdagangan yang melayani wilayah sekitarnya. Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Kota Cirebon diharapkan mampu menempatkan fungsinya sebagai kota koleksi dan distribusi hasil-hasil produksi baik yang berasal dari wilayah kota sendiri, dari daerah hinterland yang kaya dengan hasil industri olahan dan kerajinan maupun dari wilayah Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengan bagian barat. Dengan demikian Kota Cirebon merupakan outlet dan inlet perdagangan ekonomi Jawa Barat, untuk itu diperlukan sentra-sentra hasil industri olahan dan kerajinan. http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/21 Kota Cirebon (diakses 24 Juni 2022 pukul 13:54 WIB)

[bookmark: _Toc119864352]3.2 Sejarah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
        Sejarah Terbentuknya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI terbentuk pada hari Senin 23 Juli 1973, tokoh pemuda saat itu seperti Akbar Tandjung, David Napitulu, dan lainnya mendeklarasikan kelahiran KNPI. David Napitulu kemudian menjadi ketua pertama ormas ini. Ada peran Mayor Jenderal Ali Moertopo dalam kelahiran KNPI ini. Krissantono dalam buku Di Atas Panggung Sejarah: Dari Sultan ke Ali Moertopo (1991), menganalogikan Ali Moertopo sebagai bidan kelahiran KNPI yang juga senantiasa memberikan arahan ketika diperlukan. Kedekatan dengan Ali Moertopo membuat lahirnya KNPI jadi mulus sebagaimana catatan KNPI, “Organisasi ini langsung mendapat restu dari pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973 itu pula.
        Ormas Pemuda yang Tak Lagi Muda Sebagai ormas kepemudaan yang sejak awal dekat dengan Orba, anggota-anggota KNPI  juga pada akhirnya menjadi dekat dengan rezim Soeharto. Setelah selesai dengan KNPI, beberapa anggotanya tercatat masuk Golkar dan beberapa yang lain menjadi pejabat Orba. Terhitung beberapa nama seperti Akbar Tandjung, David Napitulu, Cosmas Batubara, dan Abdul Gafur merupakan tokoh KNPI. Akbar Tandjung pernah menjadi Wakil Sekjen Golkar dan menjabat Menteri Negara Perumahan Rakyat. 
David Napitulu pernah menjadi ketua organisasi sayap Golkar dan jadi duta besar Indonesia untuk Meksiko. Cosmas Batubara pernah jadi Menteri Perumahan Rakyat. Abdul Gafur juga pernah jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Meski ada peran besar Orde Baru  dalam kelahirannya, KNPI masih eksis hingga saat ini. Ali Moertopo yang meninggal pada 15 Mei 1984 tak membuat ormas ini bubar. Juga ketika Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden, ormas ini tetap ada. Kini KNPI menjelang berusia 49 tahun. https://tirto.id/ghXv (“Sejarah 23 Juli: Hari Lahir KNPI Ormas Pemuda dari Zaman Orba", diakses pada 29 Juni 2022 pukul 12:16 WIB)
[bookmark: _Toc119864353]3.3 Keadaan Anggota, Sarana dan Prasarana Komite Nasional Pemuda Indonesia
        Anggota DPD KNPI kota Cirebon adalah seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) di kota Cirebon yang dinaungi oleh KNPI seperti Pemuda Pancasila (PP), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gabungan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), XTC, dan lain-lainnya yang berjumlah 56 OKP yang terdapat di Kota Cirebon sedangkan untuk pengurusnya sendiri terdiri dari 107 termasuk ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum.
        Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh DPD KNPI kota Cirebon berupa gedung sekretariat yang terletak dekat dengan gedung kepemudaan, satu unit perangkat komputer, satu buah printer, dua buah air conditioner (AC), dan satu unit mobil dinas.



[bookmark: _Toc119864354]3.4. Struktur Organisasi
	No.
	Nama
	Jabatan

	1.
	R. Jarum
	Ketua Umum

	2.
	Mastari
	Wakabid Organisasi. Kaderisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan OKP

	3.
	Bambang 
	Wakabid Hukum, HAM dan Advokasi

	4.
	Yudi Hadi
	Wakabid Politik, dan kebijakan Publik

	5.
	Tedi Samsudin
	Wakabid Pertahanan dan Keamanan

	6.
	Oktavia Rinisa
	Wakabid Parlemen dan Legislatif

	7.
	Diky Dikrurahman
	Wakabid Hubungan Antar Lembaga

	8.
	Syahid
	Wakabid Pengembangan SDM Pemuda

	9.
	Pebi Giovani
	Wakabid Teknologi, Telekomunikasi Informatika, dokumentasi, publikasi dan Hubungan Media

	10.
	M. Pebrianto
	Wakabid Pendidikan

	11.
	Uki Darmawan
	Wakabid Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba

	12.
	Roni Aryanto
	Wakabid Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

	13.
	Syarief Maulana
	Wakabid Perekonomian, Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Pemuda

	14.
	Ade Faisal Surya
	Wakabid Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Ketahanan Pangan

	15.
	Supriyana
	Wakabid Sosial dan Pengabdian Masyarakat

	16.
	Akhmad Khumaini
	Wakabid Keagamaan dan Kerohanian

	17.
	Lutfi Adam Zakaria
	Wakabid Ketenaga Kerjaan dan BUMD

	18.
	Kaesar Akbar
	Wakabid Olahraga dan Pembinaan Pemuda Berprestasi

	19.
	Nur Akhadah
	Wakabid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Disabilitas

	20.
	Gibran Jibaltar
	Wakabid Penanaman Modal, Investasi, Perbankan dan Keuangan Mikro

	21.
	Erry Yudhistira
	Wakabid Perindustrian dan Perdagangan

	22.
	Rahmat Al Bayan
	Wakabid Informasi dan Kehumasan

	23.
	Dodi Yanto
	Wakabid Penanggulangan Bencana Daerah

	24.
	Risya Marsha
	Wakabid Pelatihan Litbang dan Kajian Strategis

	25.
	Selamet
	Wakabid Perhubungan dan Transportasi

	26.
	Reza Taruna
	Wakabid Pariwisata, Seni dan Budaya

	27.
	Arief Yolando
	Wakabid Pertanian dan Peternakan


Tabel 3.1
(Ketua Umum dan Jajaran Wakil Kepala Bidang-Bidang)
	No.
	Nama
	Jabatan

	1.
	Jaka Permana
	Sekretaris Jenderal

	2.
	Maulana Abdul Aziz
	Wasekbid Organisasi. Kaderisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan OKP

	3.
	M. Ichwanudin Al Aziz
	Wasekbid Hukum, HAM dan Advokasi

	4.
	M. Ilham
	Wasekbid Politik, dan kebijakan Publik

	5.
	M. Nurohim Rijal B.
	Wasekbid Pertahanan dan Keamanan

	6.
	Zaki Kriyan
	Wasekbid  Bidang Parlemen dan Legislatif

	7.
	Cepa Adriansyah
	Wasekbid Bidang Hubungan Antar Lembaga

	8.
	Ara Koswara
	Wasekbid Pengembangan SDM Pemuda

	9.
	Suryadi
	Wasekbid Teknologi, Telekomunikasi Informatika, dokumentasi, publikasi dan Hubungan Media

	10.
	Riyah Yuliati W.
	Wasekbid Pendidikan

	11.
	Mariana Dewi
	Wasekbid  Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba

	12.
	Tunggal Dewananto
	Wasekbid Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

	13.
	Ahmad Saroji
	Wasekbid  Perekonomian, Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Pemuda

	14.
	Abdillah Nanda
	Wasekbid   Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Ketahanan Pangan

	15.
	Dwiki Rafli
	Wasekbid Sosial dan Pengabdian Masyarakat

	16.
	Arif Rachman W.
	Wasekbid Keagamaan dan Kerohanian

	17.
	Sri Intan Wulandari
	Wasekbid Ketenaga Kerjaan dan BUMD

	18.
	Shandy Berliani Syanto
	Wasekbid Olahraga dan Pembinaan Pemuda Berprestasi

	19.
	Tifa Intifada Palestine
	Wasekbid Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Disabilitas

	20.
	Dik Wibowo
	Wasekbid Penanaman Modal, Investasi, Perbankan dan Keuangan Mikro

	21.
	Alief Darmawan S.
	Wasekbid Perindustrian dan Perdagangan

	22.
	Ubaydillah
	Wasekbid  Informasi dan Kehumasan

	23.
	Hendra Maulana
	Wasekbid Penanggulangan Bencana Dareah

	24.
	Tri Sutrisno
	Wasekbid Pelatihan Litbang dan Kajian Strategis

	25.
	Suranata Kholifah
	Wasekbid Perhubungan dan Transportasi

	26.
	Rayhan Yogatama
	Wasekbid Pariwisata, Seni dan Budaya

	27.
	Hani
	Wasekbid Pertanian dan Peternakan


Tabel 3.2
(Sekretaris Jenderal dan Jajaran Wakil Sekretaris Bidang-Bidang)


	No. 
	Nama
	Jabatan

	1.
	Tuti Alawiyah
	Bendahara Umum

	2.
	Shara Maharani
	Waben Bidang Organisasi. Kaderisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan OKP

	3.
	Ryan Darmawan
	Waben bidang Hukum, HAM dan Advokasi

	4.
	Bayu Arif Juniarlan
	Waben bidang Politik, dan kebijakan Publik

	5.
	Ade Nuryadi
	Waben bidang Pertahanan dan Keamanan

	6.
	M. Rifki
	Waben bidang Parlemen dan Legislatif

	7.
	Ibnu Kurnianto
	Waben bidang Hubungan Antar Lembaga

	8.
	M. Faisal Alamsyah
	Waben Bidang Pengembangan SDM Pemuda

	9.
	Oji Purnomo Sidih
	Waben Bidang Teknologi, Telekomunikasi Informatika, dokumentasi, publikasi dan Hubungan Media

	10.
	Ryan Andri N.
	Waben Bidang Pendidikan

	11.
	Kustiwa
	Waben Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba

	12.
	Gibran Praisya
	Waben Bidang Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme

	13.
	M. Rizki R. 
	Waben Bidang Perekonomian, Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Pemuda

	14.
	M. Arif Wijaksana 
	Waben Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Ketahanan Pangan

	15.
	M. Alfianas
	Waben Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat

	16.
	M. Adi Suryadi 
	Waben Bidang Keagamaan dan Kerohanian

	17.
	Sugianto 
	Waben Bidang Ketenaga Kerjaan dan BUMD

	18.
	Fadli Priatna 
	Waben Bidang Olahraga dan Pembinaan Pemuda Berprestasi

	19.
	Yayat 
	Waben Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Disabilitas

	20.
	Arinah Zamarda S.
	Waben Bidang Penanaman Modal, Investasi, Perbankan dan Keuangan Mikro

	21.
	Iqbal Yanuar Achrie 
	Waben Bidang Perindustrian dan Perdagangan

	22.
	Bima N. Habibie 
	Waben Bidang Informasi dan Kehumasan

	23.
	Alif Firmansyah 
	Waben Bidang Penanggulangan Bencana Daeah

	24.
	Ulfa N. Kholifa 
	Waben Bidang Pelatihan Litbang dan Kajian Strategis

	25.
	Lisnawati.
	Waben Bidang Perhubungan dan Transportasi

	26.
	M. Qodir J
	Waben Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya

	27.
	M. Tofik A.
	Waben Bidang Pertanian dan Peternakan



Tabel 3.3 
(Bendahara Umum dan Jajaran Wakil Bendahara Bidang-Bidang)

	No
	Bidang-Bidang
	Nama

	1.
	Bidang Organisasi. Kaderisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan OKP
	Fahmy Ahmad Hudayana

	2.
	Bidang Hukum, HAM dan Advokasi
	Akhmad Syaekhu

	3.
	Bidang Politik, dan kebijakan Publik
	Reza A.W

	4.
	Bidang Pertahanan dan Keamanan
	Eko Prasetyo

	5.
	Bidang Parlemen dan Legislatif
	Maya Mawadah

	6.
	Bidang Hubungan Antar Lembaga
	Asep Afandi

	7.
	Bidang Pengembangan SDM Pemuda
	Nurkholis Shobirin

	8.
	Bidang Teknologi, Telekomunikasi Informatika, dokumentasi, publikasi dan Hubungan Media
	Devto Mahardika

	9.
	Bidang Pendidikan
	Andi Firmansyah

	10.
	Bidang Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba
	Irfan Mahmudin

	11.
	Bidang Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme
	Tryas

	12.
	Bidang Perekonomian, Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Pemuda
	Abdul Syukur

	13.
	Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Ketahanan Pangan
	Yudha Guntara

	14.
	Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat
	Alfi Maftuh Hasan

	15.
	Bidang Keagamaan dan Kerohanian
	Salman Mubarok

	16.
	Bidang Ketenaga Kerjaan dan BUMD
	Sandi Ryanto

	17.
	Bidang Olahraga dan Pembinaan Pemuda Berprestasi
	Dani Kurniawan

	18.
	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pendampingan Disabilitas
	Sherina Eka 

	19.
	Bidang Penanaman Modal, Investasi, Perbankan dan Keuangan Mikro
	Dias Haikal Yusuf

	20.
	Bidang Perindustrian dan Perdagangan
	Kholid

	21.
	Bidang Informasi dan Kehumasan
	M. Rizal Ramadhan

	22.
	Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
	Wahyu Purnomo

	23.
	Bidang Pelatihan Litbang dan Kajian Strategis
	M. Abror Rifai

	24.
	Bidang Perhubungan dan Transportasi
	Umar Abu Bakar

	25.
	Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya
	Rio Prasetyo Riyadi

	26.
	Bidang Pertanian dan Peternakan
	Febi Fujiono



Tabel 3.4
(Jajaran Pengurus Bidang-Bidang DPD KNPI)

[bookmark: _Toc119864355]3.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi
1. Ketua Umum
a. Memiliki tugas-tugas dan wewenang sebagai berikut: 
· Bertanggungjawab Penuh secara struktural dan fungsional untuk memimpin DPD KNPI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Ketetapan KONGRES XIV Pemuda/KNPI , dan kebijaksanaan organisasi lainnya; 
· Mewakili untuk dan atas nama DPD KNPI, baik secara kedalam maupun keluar; 
· Memimpin Rapat-Rapat DPD KNPI dan atau Rapat lainnya; 
· Mengambil kebijaksanaan organisasi baik secara internal maupun eksternal berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus; 
· Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program kerja DPD KNPI 
· Mengetahui dan mengendalikan pengelolaan keuangan DPD KNPI; 
· Bertanggungjawab untuk mengemban fungsi koordinasi dengan DPD KNPI Se-Indonesia, fungsi komunikasi dengan OKP Nasional dan Organisasi dan atau instansi kemitraan lainnya; 

b. Dalam melaksanakan tugasnya secara kedalam dan keluar, Ketua didampingi oleh Sekretaris Jenderal, serta Ketua – Ketua secara kedalam sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 
c. Jika Ketua berhalangan dapat diwakili oleh para Ketua - Ketua dan atau Sekretaris Jenderal, berdasarkan petunjuk langsung Ketua Umum; 
d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum bertanggungjawab langsung kepada kepengurusan kolektif DPD KNPI. 

2. Wakil Ketua Bidang
a. Melaksanakan dan membantu tugas-tugas ketua umum atas dasar penunjukkan secara tertulis apabila ketua umum berhalangan. 
b. Bersama-sama ketua umum menganalis, menelaah dan memutuskan permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 
c. Bertanggung jawab dalam mengkoordinir perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan atau program bidang masing-masing sesuai keputusan DPD KNPI. 
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua umum. 
e. Memimpin rapat dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikanberdasarkan keputusan DPD KNPI. 
f. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI sesuai undangan.

3. Sekretaris Jenderal 
a. Bersama-sama Ketua Umum bertanggung jawab atas jalannya organisas dan bertindak keluar untuk dan atas_nama organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh DPD KNPI. 
b. Menandatangani semua surat-surat keluar, terutama yang berbentuk pernyataan sikap keluar dan atau tindakan untuk dan atas nama organisasi. 
c. Bersama-sama Ketua Umum menginventarisasi masalah-masalah yang timbul untuk dapat dicarikan pemecahannya. 
d. Bersama-sama Ketua Umum dan Ketua-Ketua mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari DPD KNPI. 
e. Bersama-sama dengan Pengurus Harian memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam hal pengambilan Keputusan yang harus dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak. 
f. Bersama-sama Ketua Umum menunjuk beberapa fungsionaris DPD KNPI untuk membantu menangani satu atau beberapa kegiatan Komisi yang kurang atau tidak berjalan dengan baik 
g. Bersama-sama dengan Ketua Umum dan Bendahara Umum bertanggung jawab atas keuangan dan penggalangan dana organisasi 
h. Mengadakan pembagian tugas diantara Wakil – Wakil sekretaris Jenderal dalam rangka optimalisasi penanganan seluruh kegiatan terkhusus DPD KNPI. 
i. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, menunjuk secara tertulis salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Jenderal. 
j. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI sesuai undangan 


4. Bendahara Umum 
a. Bersama-sama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertanggung jawabatas keuangan dan penggalangan dana organisasi,termasuk kebijaksanaan pengaturan keuangan dan dana serta inventaris organisasi. 
b. Bertanggung jawab atas manajemen dan teknik pengelolaan keuangan. 
c. Bersama-sama Sekretaris Jenderal atau Wakil-wakil Sekretaris Jenderal yang ditunjuk, melaksanakan pengaturan logistik DPD KNPI atas persetujuan Ketua Umum. 
d. Membuat laporan keuangan sedikitnya 6 (enam) bulan sekali untuk disampaikan kepada DPD KNPI. 
e. Mengadakan pembagian tugas diantara Bendahara Umum dan Wakil-Wakil Bendahara. 
f. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI sesuai undangan. 

5. Wakil-Wakil Bendahara 
a. Bersama-sama Bendahara Umum melaksanakan tugas-tugas penggalangan dana, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati. 
b. Melaksanakan fungsi dan tugas kebendaharaan sesuai Komisinya masing - masing. 
c. Melaksanakan tugas-tugas Bendahara Umum atas dasar penunjukkan secara tertulis, bilamana Bendahara Umum berhalangan. 
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bendahara Umum. 
e. Menghadiri rapat-rapat DPD KNPI sesuai undangan. 

6. Bidang-Bidang 
a. Mendampingi dan membantu secara struktural dan fungsional Ketua-ketua bersama-sama \ Wakil sekretaris Jenderal dan Wakil Bendahara Umum, untuk menyusun rencana kebijaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja DPD KNPI sesuai bidang tugas kerja Departennya masing-masing; 
b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional program kerja DPD KNPI sesuai bidang tugas kerja komisinya masing-masing; 
c. Mempersiapkan perangkat kelengkapan organisasi berupa kepanitiaan dan atau badan lain, untuk disampaikan pengesahannya melalui keputusan organisasi, serta ikut terlibat melaksanakan kegiatan program kerja organisasi dimaksud; 
d. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan mitra kerja DPD KNPI, sesuai dengan bidang tugas kerja komisinya berdasarkan kebijaksanaan organisasi; 
e. Mengikuti perkembangan keadaan dan menganalisa permasalahan kedalam dan keluar sesuai bidang tugas kerjanya masing-masing secara terus-menerus, serta membuat risalah kajian untuk diusulkan dan dipertimbangkan dalam menempuh kebijaksanaan organisasi; 
f. Ikut terlibat langsung untuk mengemban fungsi koordinasi dengan DPD KNPI se-Indonesia, fungsi komunikasi dengan OKP Nasioanal dan organisasi kemitraan lainnya. 
g. Dalam melaksanakan tugasnya, secara struktural dan fungsional, Anggota-anggota Komisi dipimpin langsung oleh Ketua – Ketua , didampingi Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil B endahara Umum sesuai bidang kerja Departennye masing-masing; 
h. Anggota-anggota komisi dapat mewakili atas nama DPD KNPI secara keluar, berdasarkan petunjuk Ketua – Ketua dan Wakil Sekretaris Jenderal sesuai bidang Departemennya masing-masing; 
i. Dalam melaksanakan tugasnya secara struktural dan fungsional, Departemen bertanggungjawab langsung kepada ketua-ketua sesuai bidang masing-masing
[bookmark: _Toc119864356]3.5 Dasar Hukum
        Dasar Hukum bagi suatu organisasi dipandang penting karena untuk menguatkan akan eksistensi, kedudukan dan kejelasan dimata hukum/konstitusi, tentang peran fungsi dari suatu organisasi tersebut. Adapun dasar dari adanya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2009. Yang mana substansi amanat UU No. 40 tahun 2009 adalah melakukan pelayanan kepemudaan yang berbasis pada tiga pilar kebijakan yaitu, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan.
   Sedangkan landasan kebijakan umum DPD KNPI Kota Cirebon yaitu sebagai berikut:
1) Landasan Idiil berupa Pancasila
2) andasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 40 tahnun 2009, Perda No. 3 tahun 2013, dan AD/ART KNPI
3) landasan Operasional berupa: Program Pembangunan Nasional tahun 2020, Semangat Sumpah Pemuda tahun 1928, Deklarasi Pemuda tahun1973
[bookmark: _Toc119864357]3.6 Tujuan Umum Organisasi KNPI
        Berdasarkan Pasal 3 AD/ART KNPI, Tujuannya sebagai berikut: 
1) Terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2) Terciptanya Pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual, berakhlak mulia, dan memiliki keahlian profesional dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
3) Terberdayakannya seluruh potensi pemuda Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara demi mempercepat tewujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtea berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.



[bookmark: _Toc119864358]3.7 Visi Misi
· Visi
        Adapun Visi kepengurusan DPD KNPI Kota Cirebon Periode 2021-2024 adalah “Mewujudkan Pemuda Kota Cirebon yang Mandiri, Inovatif, Berbudaya, SEHATI dan Mempererat Tali Persaudaraan Pemuda”

· Misi
        Dan adapun Misi yang akan dijalankan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Mendorong Kemandirian Ekonomi Pemuda yang Inovatif
b) Mengajak pemuda untuk mencintai kearifan lokal dan memiliki jati diri bangsa
c) Bersinergi dengan program pembangunan daerah kota Cirebon
d) Menghimpun seluruh OKP untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman latar belakang.
[bookmark: _Toc119864359]3.8 Program Kerja
A. Program Prioritas
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju, berwirausaha, dan berdaya saing;
2) Meneguhkan ketinggian moralitas pemuda kota Cirebon dalam kepeloporan dan kepemimpinan;
3) Percepatan dalam penataan lingkungan organisasi kepemudaan yang harmonis dan berkualitas;
4) Mendorong budaya lingkungan pemuda yang berwawasan lingkungan, kearifan lokal, dan norma agama di kota Cirebon;
5) Mendorong percepatan kerjasama dalam kemitraan program dengan pihak pemerintah, swasta dan stakeholder pemuda dalam peningkatan kualitas pemuda kota Cirebon yang lebih maju.

B. Program Mandiri
        Merupakan program yang sifatnya dilakukan oleh kelembagaan KNPI tanpa keterlibatan dan dukungan kelembagaan lainnya, meskipun ruang lingkupnya internal ataupun melibatkan kelembagaan lainnya sebagai partisipan, seperti pertemuan pemuda se-Indonesia, ajang pertemuan pemuda se-Asia, dan lain-lainnya.
C. Program Kemitraan
        Merupakan program yang sifatnya dilakukan secara kerjasama timbal balik antara kelembagaan KNPI dengan kelembagaan lainnya, seperti wirausaha pemuda, kampung pemuda, kemah pemuda, KNPI goes to campus, dan lain-lainnya.
D. Program Partisipasi
        Merupakan program yang sifatnya dilakukan oleh kelembagaan lainnya dengan melibatkan KNPI sebagai partisipan.


E. Program Rutin
        Program yang sifatnya dilakukan sebagai suatu rutinitas yang dilakukan oleh KNPI sepanjang perjalanan kepengurusannya, seperti peringatan sumpah pemuda, HUT KNPI, Rakerda, Rapimda, dan lain-lainnya.
[bookmark: _Toc119864360]3.9 Alamat Kantor
Komplek Perkantoran Bima jl. Brigjen Dharsono (bypass) Rt 004 Rw 011 kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi kota Cirebon.
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